GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH,

a.

bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan
komunikasi dan informatika adalah untuk meningkatkan
pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program
kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan
publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan
informatika;

bahwa komunikasi dan informatika merupakan
kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan
pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas
penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik
dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan
Daerah;

bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu
dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen
pemerintahan Daerah sesuai wurusan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

I

Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak
ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat
elektronik maupun non elektronik.

Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat
berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi,
termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran
informasi.
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e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik
data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK
secara elektronik dan non elektronik.

Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem
informasi dari akses, penggunaan, penyebaran,
pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang
tidak berwenang.

. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara

timbal balik dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik
diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui
media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya
dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan
peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama,
menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan
e-Government.

Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau
informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga
memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna
dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi

pekerjaan konstruksi untuk membangun atau
meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan
pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan

infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan
infrastruktur Informatika.

Unit Pelaksana Teknis atau Unit yang Ditunjuk oleh
Gubernur yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas yang membidangi
komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi Tengah atau
Unit di lingkungan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh
Gubernur sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Secara
Elektronik.

Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan
Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah
dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi
untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan
informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya
mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang
akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

Laman Daring adalah kumpulan dari halaman-halaman
situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau
subdomain, dan tempatnya berada di dalam World Wide
Web (www) di internet.



182

14.

LS.

16.

17:

18:
19:
20.
2 1.
22.

23.

24.

25.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara,
Pemerintah Daerah, orang, badan wusaha dan/atau
masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi
melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang
bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam
internet.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta
komunikasi.

Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi
elektronik menggunakan TIK.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah sistem
informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik.

Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang
biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan
kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknis
yang seragam.

Standardisasi adalah penyamaan format suatu ketentuan.
Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan
komunikasi dan informatika.

Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan
komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:

o oo

pengelolaan teknologi informatika;
pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
pengelolaan nama domain;

pengelolaan e-Government;

peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

Pasal 3

Pengelolaan teknologi informatika meliputi: '
a. pengembangan infrastruktur teknologi informatika; dan
b. pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan

teknologi informatika.
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